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ABSTRAK
Aisyah Fadila :Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Pada Badan Pengelola Pendapatan
Daerah Kabupaten Tanah Datar
Dosen Pembimbing : Firman, SE. M.Sc

Penelitian adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
(BAPPENDA) di Kabupaten Tanah Datar. Jalan Sultan Alam Bagagarsyah,
Pagaruyung, Kec. Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang
digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Dalam hal ini data primer
diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan petugas pajak dan wajib pajak di
BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar dan data sekunder yaitu berupa data target
dan realisasi pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.Berdasarkan hasil
penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar masih rendah dan jauh dari target yang
sudah ditetapkan. Strategi yang dilakukan BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar
dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Memerintahkan setiap OPD mewajibkan
seluruh ASN membayarkan PBB, Melunasi pembayaran pajak Bumi dan Bangunan
sebagai syarat mengurus BPHTB beberapa faktor kendala yang dihadapi
BAPPENDA dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu kurangnya
kesadaran, lambatnya pendistribusian SPPT, dan Wajib pajak yang tidak berada
ditempat tinggal. Strategi yang dilakukan BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar
dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Memerintahkan setiap OPD mewajibkan
seluruh ASN membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
Melunasi pembayaran pajak Bumi dan Bangunan sebagai syarat mengurus
BPHTB,upaya yang dilakukan BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar yaitu
Melakukan monitoring dan Evaluasi, melakukan himbauan melalui berbagai media,
memberikan sanksi kepada wajib pajak.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menerapkan otonomi daerah di mana
setiap pemerintah daerah berhak mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.
Memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan hasil
penerimaan pajak daerah guna menunjang kesejahteraan di daerahnya.Menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD),pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Pajak terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak
Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pajak
Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Perda No. 1 Tahun
2024, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah pajak yang dikenakan atas bumi
dan/atau bangunan. Lebih spesifik, PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang

terdapat di wilayah perdesaan dan perkotaan.



Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya
diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk
pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat (Amanah, 2015). Oleh karena itu perlu adanya peningkatan
peran serta masyarakat. Menurut Puspita (2014), pajak ini bersifat kebendaan,
artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/dan
atau bangunan. Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial
ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau
memperoleh manfaat darinya.

Menurut Mutia (2020), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) dikenakan kepada orang atau badan yang memiliki, menguasai, atau
menggunakan bangunan atas tanah. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang didasarkan
pada harga pasar di setiap daerah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri
keuangan menjadi dasar pengenaan pajak PBB. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 150/PMK.03/2021 menjelaskan tentang penetapan NJOP yang diartikan
sebagai harga rata-rata dari penjualan dan pembelian yang alami.Badan Pengelola
Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Tanah Datar merupakan instansi
yang memiliki peranan penting dalam penerimaan daerah. Untuk melihat seberapa
efektif peran penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Tanah Datar, maka dapat
dilihat melalui perbandingan antara target dan realisasi yang tercapai pada 3 tahun
terakhir. Berikut disajikan data target dan realisasi yang tercapai pada 3 tahun

terakhir:



Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kantor Badan Pengelola

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar

Tahun Target | Realisasi % Kriteria

2022 | 22.367.041.000 | 24.885.900.125 | 111,26 | Sangat efektif
2023 | 30.838.830.939 | 26.713.135.251 | 115,44 | Sangat efektif
2024 | 32.894.352.430 | 26.199.401.655 | 79,83 | Kurang efektif

Sumber: Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar

Dapat dilihat dari tabel diatas, Penerimaan pada tahun 2022 dengan realisasi
24.885.900.125 dari target 22.367.041.000 sehingga didapatkan persentase 111,26%
dengan kriteria sangat efektif dan tahun 2023 mewujudkan realisasi nya dimana
mencapai 26.713.135.251 dari target 30.8383.830.939 dengan persentase 115,44
dengan kriteria sangat efektif namun terakhir di tahun 2024 dicapai realisasi sebesar
26.199.401.655 dari target 32.894.352.430 dengan persentase 79,83% sehingga
realisasi terendah yaitu berada di tahun 2024 dengan kriteria kurang efektif

Dapat disimpulkan penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar mengalami naik turun dan belum stabil.
efektif atau tidaknya penerimaan pajak daerah bergantung kepada setiap penerimaan
pajak yang dipungutnya salah satunya pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanah Datar. Salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar yaitu
Pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten Tanah Datar.untuk melihat seberapa
besar pencapaian dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tanah Datar

berikut disajikan data wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan.



Masyarakat terkhusus wajib pajak, diwajibkan membayar Pajak Bumi dan
Bangunan atas keuntungan yang diperoleh dari penggunaan tanah dan bangunan
yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat harus
berpartisipasi secara aktif dalam mendukung proses pembangunan daerah,
khususnya wajib pajak. Sebagai wajib pajak, masyarakat berkontribusi kepada
daerah berupa membayar pajak selaku wajib pajak. Namun kenyataannya masih
terdapat wajib pajak yang menganggap enteng kewajiban membayar pajak,
sehingga banyak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu.
Kepatuhan pajak yang tinggi dari wajib pajak akan membantu pemerintah dalam
mendukung perekonomian negara. Selanjutnya tugas Negara untuk menanggapi
wajib pajak atas pelaksanaan tanggung jawab perpajakan sehingga akhirnya tidak
akan lepas dari peran kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran
penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib
pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak
perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut
pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah
masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Karena jika
wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan
tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada
akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan

berkurang.



Menurut Robbins & Judge (2017:166) bahwa ketika individu mengamati
perilaku seseorang, mereka akan mencoba mencari tahu apakah disebabkan oleh
sesuatu yang internal atau sesuatu yang eksternal. Pernyataan ini juga dikenal
sebagai teori atribusi. Teori atribusi sesuai dengan penelitian ini karena perilaku
wajib pajak untuk memenuhi kepatuhan wajib pajaknya ditentukan oleh suatu
keadaan yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu
kesadaran wajib pajak tersebut dan faktor eksternal yaitu berasal dari luar seperti
sanksi perpajakan serta pemahaman perpajakan setiap wajib pajak yang berbeda.
Wajib pajak harusnya memiliki kesadaran bahwa dirinya sebagai wajib pajak
memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah disampaikan.

Namun pada kenyataannya wajib pajak tersebut masih banyak yang tidak,
terlambat serta menunda-nunda dalam membayar pajak terutama Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Oleh karena itu, membuat
pemerintah sering gagal dalam merealisasikan pajak sesuai dengan target yang telah
ditetapkan.Di Kabupaten Tanah Data sendiri kepatuhan masyarakat dalam
pembayaran pajak bumi dan bangunan masih tergolong sangat rendah. Hal ini dapat
terlihat dari jumlah realisasi penerimaan pajak tiga tahun terakhir tidak pernah
mencapai target yang ditetapkan dan bahkan jauh dari target 100%. Berikut penulis
menyajikan data penerimaan PBB-P2 tiga tahun terakhir yang didapat dari Kantor

BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar:



Tabel 1. Jumlah SPPT Ditagih dan Dilunasi di Kantor Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar

TAHUN SPPT DITAGIH SPPT DILUNASI RASIO
(Lembar) (Lembar) KEPATUHAN

2022 236.214 114,991 50,26%

2023 236.395 113.969 54,03%

2024 236.427 117.487 55,79%

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar (2025)

Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui bahwa penerimaan PBB-P2 di
Kabupaten Tanah Datar dalam periode tiga tahun terakhir dari tahun 2022 sampai
dengan 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Walaupun terjadi
peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut tidak signifikan sebab
realisasi masih jauh dari target yang telah ditetapkan atau dianggarkan. Pada tahun
2022 dari 236.214 lembar SPPT, hanya 114.991 lembar yang terealisasikan dengan
persentase sebesar 50,26%. Pada tahun 2023 dari 236.395 lembar SPPT, hanya
113.969 lembar yang terealisasikan dengan persentase sebesar 54,03%. Dan begitu
pula pada tahun 2024 dari 236.427 lembar SPPT, hanya 117.487 lembar yang
terealisasikan dengan persentase sebesar 55,79% .

Dilihat dari kondisi tersebut membuktikan bahwasanya penerimaan PBB-
P2 di Kabupaten Tanah Datar masih rendah dan dirasakan belum sesuai dengan
target yang diharapkan dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak menjalankan
kewajibannya terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan (PBB-P2) tersebut. Demikian, hal ini yang menjadi penyebab terjadinya
penerimaan PBB-P2 yang tidak optimal yang nantinya akan berdampak kepada

pendapatan daerah. Maka dari itu diperlukannya kesadaran dan kepatuhan dari



dalam diri wajib pajak tersebut.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulis yang lakukan adalah
penulis lebih memfokuskan dengan melihat, mengamati, bagaimana tingkat
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan
perkotaan di Kabupaten Tanah Datar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanah Datar. Alasan dilakukan penelitian adalah Pajak Bumi dan Bangunan
merupakan suatu pendapatan yang sangat penting dimana dana tersebut masuk
dalam Negara yang digunakan untuk fasilitas umum seperti Rumah Sakit, Jalan Tol,
dan lain-lain serta memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta Menunjang Kebutuhan Daerah dan
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, terakhir diharapkan juga dapat membantu
pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan mensejahterahkan
masyarakat pada daerah tersebut. Kemudian kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan
merupakan tolak ukur rendahnya pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Jadi
kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB sangat berpengaruh besar terhadap
pendapatan negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, penulis tertarik
mengambil objek penelitian pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah
(BAPPENDA) Kabupaten Tanah Datar karena penulis ingin mengetahui bagaimana
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) dengan judul ""Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar"".



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan

diteliti meliputi

1.

Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Apa saja strategi yang dilakukan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2) Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Apa saja kendala dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Bagaimana solusi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelola

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar dan pembahasan yang dikemukakan, maka tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar .
Untuk mengetahui strategi yang dilakukan dalam meningkatkan Kepatuhan

Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan



Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanah Datar.

3. Untuk mengetahui kendala dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

4. Untuk mengetahui solusi dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian

ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:
1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis
Melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian secara ilmiah
dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk
tulisan serta menambah wawasan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada BAPPENDA Kabupaten Tanah
Datar.

b. Bagi Universitas
Berguna sebagai tambahan referensi atau informasi bagi mahasiswa
untuk memenuhi penelitian selanjutnya dalam hal terkait tingkat
kepatuhan wajib pajak PBB-P2 pada BAPPENDA Kabupaten Tanah

Datar.
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2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pemerintah Daerah
Sebagai tambahan informasi untuk mengetahui kepatuhan waijb pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada BAPPENDA
Kabupaten Tanah Datar.
b. Bagi Pembaca
Dapat memberikan informasi serta menambah wawasan terkait
kepatuhan wajib pajak PBB-P2 pada BAPPENDA Kabupaten Tanah

Datar
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor BAPPENDA

Kabupaten Tanah Datar mengenai bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Dalam

Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar penulis dapat

menyimpulkan bahwa :

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan

Perkotaan pada tahun 2022 berada pada tingkat 50,26% yang tergolong

tidak patuh. Tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bnagunan

Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2023 berada pada tingkat 54,03%

yang juga masih tergolong tidak patuh dan tingkat kepatuhan pajak bumi

dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2024 berada pada

tingkat 55,79% yang tergolong kurang patuh sehingga dari kepatuhan

wajib pajak bumi dan bangunan dalam 3 tahun terakhir masih sangat

rendah dan jauh dari target yang ditetapkan.

2. Strategi yang Dilakukan kantor BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar
dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan
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Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar vyaitu
Memerintahkan setiap OPD mewajibkan selurun ASN membayarkan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Melunasi
pembayaran pajak Bumi dan Bangunan sebagai syarat mengurus BPHTB,
terakhir memberikan reward kepada kepala jorong agar lebih giat dalam
pemungutan pajak

Kendala yang dihadapi kantor BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar dalam
meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu kurangnya kesadaran
wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayarkan pajaknya, lambatnya
pendistribusian SPPT dari kepala jorong, kurangnya monitoring juga
menjadi kendala dari pegawai bappenda kepada masyarakat, wajib pajak
yang tidak berada di tempat tinggal menjadi kendala bagi bappenda dalam
memungut pajak

Upaya yang Dilakukan kantor BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar dalam
meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu melakukan monotoring

dengan terjun kelapangan langsung, melakukan himbauan taat membayar
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pajak diberbagai media, memberikan sanksi kepada wajib pajak yang
menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan pada uraian sebelumnya, maka saran
yang dapat diusulkan penulis sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
sebaiknya BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar memberikan reward
kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu
sehingga wajib pajak lainnya terdorong untuk membayar pajak tepat waktu
juga.

2. BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar sebaiknya menambah tenaga kerja
yang dapat membantu Kepala Jorong dalam pendistribusian dan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

3. Dengan Data Wajib Pajak yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Tanah
Datar, pihak BAPPENDA dapat melakukan penagihan pajak secara online
bagi wajib pajak yang tidak berada ditempat tinggal seperti mengirimkan

pesan hingga email kepada wajib pajak.
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